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Abstrak

Sistem demokrasi memberikan kesempatan bagi setiap warganegara untuk menggunakan hak
politiknya baik memilih maupun dipilih. Peluang yang diberikan oleh sistem demokrasi bagi
perempuan belum terlaksana dengan baik. Kurangnya kepercayaan diri dari perempuan untuk
berpartisipasi dalam politik ditunjang oleh stereotip dari masyarakat masih menjadi kendala.
Perempuan masih dilabeli sebagai individu yang lemah, irasional, emosional yang dikaitkan
dengan biologisnya. Keterpilihan perempuan dalam politik lebih sering diidentikkan dengan latar
belakang keluarga bukan karena kapasitas dan kemampuannya. Kekuasaan yang diperoleh
perempuan dianggap karena pemberian dari politisi sebelumnya yang masih memiliki hubungan
kekerabatan baik secara vertikal maupun horisontal. Kemampuan dan kapasitas perempuan
sebagai individu kurang mendapat apresiasi dan kepercayaan dari masyarakat. Tulisan ini
hendak memanparkan pentingnya edukasi politik gender guna meningkatkan partisipasi
perempuan guna menghindari praktek politik kekerabatan. Partai politik sebagai lembaga
aspirasi dan inisiatif warga hendaknya menjalankan fungsinya dalam memberikan edukasi
gender. Melalui edukasi gender diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan.

Kata kunci: edukasi, gender, politik kekerabatan

PENDAHULUAN

Perempuan menjadi pemimpin politik masih menjadi fenoma yang menarik. Para ilmuan
dan literatur populer masih memberikan gambaran bahwa perempuan dalam politik terutama
pada level pengambil kebijakan masih menimbulkan pro dan kontra. Ketika perempuan tampil
sebagai pengambil kebijakan tertinggi dalam suatu negara seperti yang dilakukan oleh Sirimavo
Bandaranaike (Presiden Srilanka pada tahun 1960) menunjukkan kemampuannya dalam
meruntuhkan atap kaca (glass ceiling). Tantangan sosial dan hambatan kelembagaan terhadap
perempuan untuk berkiprah dalam politik praktis dikenal dengan glass ceiling (Forster, 1999).
Fenomena glass door, glass ceiling dan glass cliff pada dasarnya hendak menjelaskan bahwa
perempuan seandainya bisa menduduki jabatan sebagai pengambil keputusan atau
kepemimpinan senior janganlah terlalu lama, sekadar memberikan pengalaman yang lebih cepat
dalam menunjukkan kemampuan kepemimpinannya daripada laki-laki (McLaren, 2019).
Perempuan yang menjadi pemimpin ditempatkan pada posisi yang kurang penting dalam sebuah
organisasi atau institusi atau ketika lembaga berada pada kinerja buruk (Elsaid & Ursel, 2018),
perempuan dianggap cenderung mengikuti model kepemimpinan sebelumnya (Kulich, 2015).
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Tampilnya perempuan tersebut telah sesuai dengan demokrasi yang mengamanatkan adanya
persamaan dan keseimbangan akses dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam politik yang
didasarkan persamaan derajat dalam semua lini maupun wilayah. Kehadiran perempuan sebagai
pengambil keputusan dalam panggung politik semakin meningkat. Pemilihan umum tidak hanya
menjadi domain laki-laki namun juga perempuan untuk menunjukkan kader-kader politiknya
yang potensial untuk duduk dalam posisi penting dalam politik terutama sebagai pengambil
keputusan. Tampilnya perempuan sebagai pemimpin dari kader-kader partai politik
menggambarkan pencapaian kekusaan sebagai sebuah tujuan. Seperti yang disampaikan oleh
Peter G Northouse (2014) bahwa kepemimpinan politik merupakan suatu proses yang dialami
oleh seseorang untuk mempunyai pengaruh dalam suatu organisasi dengan cara menggerakkan
individu lain untuk meraih tujuan bersama. Pemilihan kepala daerah atau anggota legislatif
secara langsung yang diikuti oleh warga negara dalam lingkup administrasi tertentu menjadi
prasyarat mewujudkan otonomi daerah. Semakin baik kepala daerah atau anggota parlemen yang
dihasilkan melalui pilkada dapat memperlancar pelaksanaan demokrasi serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Tinjauan mengenai peran perempuan sebagai pemimpin politik tidak dapat dipisahkan dari
perspektif gender yang berkaitan dengan konstruksi sosial budaya serta ekonomi. Oleh karena itu
wacana kepemimpinan perempuan dalam bidang politik pada mulanya diinisiasi sebagai wujud
kegelisahan subyektif yang disuarakan oleh aktivis perempuan yang akhirnya mencuat sebagai
hidangan segar dalam setiap pemilu maupun pilkada. Dalam konteks ini feminisme dimaknai
sebagai kesadaran akan posisi dan peran perempuan yang masih rendah atau minim dibanding
laki-laki sehingga berakibat pada ketimpangan gender, subordinasi dan kekerasan (Arifia,
2006:10; Duman, 2012). Dengan menggunakan konsep gender, para feminis hendak
menyampaikan adanya hubungan kekuasaan yang dibangun antara laki-laki dan perempuan,
bagaimana relasi tersebut terbentuk dan berjalan.

Secara pragmatis, sejarah Nusantara mencatat kemampuan perempuan untuk tampil menjadi
pemimpin. Para perempuan tersebut telah menunjukkan potensi yang dimilikinya sehingga
menjadi pemimpin yang amanah, disegani, dan mampu memberika keamanan, kenyamanan dan
kesejahteraan bagi rakyatnya. Semasa kerajaan Nusantara masih tumbuh, domain politik sebagai
jejaring laki-laki terkoyakkan oleh beberapa penguasa yang beridentitas perempuan berhasil
menghantarkan rakyatnya pada suatu masa kejayaan. Diantaranya adalah Ratu Shima,
Sanggramavijaya, Dharma Prasada Tunggadewi (tangan kanan Erlangga), Ken Dedes seorang
tokoh perempuan dari kerajaan Singasari yang berhasil sebagai “dalang” peralihan kekuasaan
dari Tunggul Ametung ke Ken Arok (Saraswati, 2016). Ratu Kalinyamat dari pesisir utara Jawa
juga menggambarkan sosok penguasa perempuan yang sangat ditakuti bukan hanya oleh
rakyatnya bahkan para perampok. Kepopuleran Ratu Kalinyamat disebabkan oleh kekuatan fisik
yang pandai menggunakan senjata dan spiritual yang dimilikinya (Sugiarti, Hidayah, 2019;
Rejeki, 2019)

Gambaran kekuatan di balik kelembutan yang dimiliki oleh para pemimpin perempuan
Nusantara tersebut menjadi motivasi bagi generasi sekarang. Konstruksi sosial masyarakat yang
telah terbangun dalam bentuk nilai-nilai patriarkhis tidak semata-mata menjadi penghalang bagi
perempuan untuk menunjukkan kapasitasnya. Masyarakat Surakarta sebagian masih mengamini
dunia politik masih menjadi domain bagi laki-laki. Dunia politik tidak dapat dilepaskan dari
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proses pembuatan Kkebijakan yang digunakan bagi seluruh warga guna memenuhi
kepentingannya. Politik juga diidentikkan sebagai organisasi kelembagaan yang sarat akan
perebutan kekuasaan dan kepentingan. Kondisi demikian tentu saja tidak layak bagi perempuan
yang secara garis besar dikaitkan dengan kondisi biologisnya. Kemampuan perempuan seakan
dipertanyakan diantara percaturan dan perebutan kekuasaan dan kepentingan. Logika perempuan
dieliminasi guna mengangkat suatu keyakinan bahwa itulah yang dimiliki laki-laki.

Dalam kehidupan bermasyarakat, politik sangat penting karena korelasinya dengan
kebijakan yang mengatur sekaligus memberikan perlindungan dan tatanan sosial yang lebih baik.
Politik berkaitan dengan perjuangan untuk memperoleh kekuasaan. Politik sekaligus bicara
mengenai kebijakan yang diambil oleh para politisi sekaligus upaya mencari resolusi konflik
(Fanny dan Adepoju Oluwasanumi, 2014), Kesempatan untuk melakukan perjuangan tersebut
diberikan kepada laki-laki dan perempuan sehingga diperlukan partisipasi politik. Studi ini akan
melihat bahwa perjuangan untuk meraih kekuasaan dan partisipasi politik juga merupakan hak
bagi perempuan. Mimatun Nasihah (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa munculnya
perempuan sebagai pemimpin bukan hanya ditentukan oleh partai politiknya atau pendidikan
tinggi. Kesadaran politik ditentukan oleh seberapa paham perempuan terhadap isu-isu yang
berkembang dalam masyarakat.

Di sinilah muncul perdebatan bahwa perempuan menjadi pemimpin disebabkan karena
unsur pemberian (given) bukan berdasarkan kemampuan (effort). Ketika perempuan berhasil
menduduki posisi sebagai pengambil keputusan biasanya akan muncul pergunicingan dalam
masyarakat siapa aktor yang ada di belakangnya, dari keluarga siapa bahkan dari mana asal
partainya. Studi ini akan melihat kedua perspektif yakni given yang dikaitkan dengan politik
kekerabatan dalam konteks pelaksanaan demokrasi dan effort yang merujuk kapasitas
perempuan sebagai modal kapital untuk menjadi pemimpin yang dikehendaki rakyat. Salah satu
jalan yang harus dilalui oleh perempuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi
politiknya adalah melalui edukasi yang sangat diperlukan guna menepis anggapan miring
masyarakat terhadap potensinya.

Politik Kekerabatan Suramkan Demokrasi

Sesuai dengan rumusan pembukaan UUD 1945 yang tertuang pada Pasal 1 ayat 2 yakni
kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan
tersebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut demokrasi. Prinsip
kehidupan bernegara yang demokratis secara yuridis menunjukkan bahwa rakyat memiliki
kekuasaan. Politik kekerabatan sudah dan masih menjadi fenomena umum dalam sistem
demokrasi dengan berbagai variasi kuantitasnya. Fenomena yang dikaji oleh para peneliti dalam
lingkup politik dinasti lebih memberikan gambaran terhadap peran dan posisi perempuan sebagai
pejabat publik baik sebagai kepala daerah atau anggota legislatif. Beberapa kajian para peneliti
sebelumnya dapat dilihat pada kepemimpinan politik perempuan dari Thailand (Sinsonboon dan
Rujira Rojanapeansatith, 2018), Pakistan (Adler, 1996), Filipina (Tadem dan Tadem, 2016),
bahkan negara besar seperti Amerika Serikat juga ada (Bryan T. Cranston, 2016). Pada masa
awal negara demokrasi, praktek politik dinasti telah menjadi suatu kekuatan politik yang terjadi
di beberapa negara. Alexandra Cirone (2018) menjelaskan adanya praktek politik dinasti dari
anggota parlemen negara-negara besar. Anggota parlemen Amerika Serikat pada tahun 1800,
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15% diantaranya merupakan praktek politik dinasti, negara Prancis ada sekitar 20% pada tahun
1880, dan sekitar 37% di Inggris pada tahun 1868.

Sementara Asako, Y., lida, T., Matsubayashi, T., & Ueda, M. (2015) menyampaikan bahwa
praktek politik dinasti negara-negara Asia cenderung lebih tinggi, diantaranya Jepang dengan
20% dan Filipina 40%. Politik kekerabatan masih menjadi perbincangan menarik sampai saat ini
terlebih lagi menjelang pelaksanaan pilkada serentak bulan Desember. Praktek politik seperti ini
yang masih menjamur mencerminkan masih lemahnya lembaga partai politik terutama ditinjau
dari fungsi-fungsinya. Praktek politik kekerabatan atau politik dinasti menjadi jembatan untuk
memperpendek perjuangan partai politik dalam memenagkan kontes politik serta menjamin
eksistensi rezim tertentu. Secara nasional fenomena tersebut masih menjamur seperti Ratu Atut
Choisiyah beserta keluarga dan kerabatnya yang sempat menjabat pada berbagai lini
pemerintahan yang strategis di Banten, Propinsi Jawa Barat, Dinasti Cikeas juga menunjukkan
sederet nama yang memiliki kaitan dengan sosok Susilo Bambang Yudhoyono, Propinsi Jawa
Tengah juga diwarnai dengan politik dinasti dari mantan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip,
mantan Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harri Sarundajang, Kediri, Gowa Sulawesi Selatan, dan
Lamongan (Nurhidayati, 2014; Kenawas, 2016).

Beberapa daerah yang menunjukkan adanya praktek politik dinasti sulit dilepaskan dalam
negara yang menganut demokrasi tidak sehat. Sistem pemilu yang masih terfokus dan
berorientasi pada figur kandidat (Candidate Center Election) sebenarnya lebih memberi
keuntungan bagi keluarga yang pernah terjun dalam politik mengingat eksistensinya telah
dikenal secara luas oleh publik. Sehingga politik dinasti lebih mudah berkembang dalam
masyarakat yang menganut demokrasi karena keunggulan yang dimiliki oleh petahana,
desentralisasi dalam rekrutmen serta sistem pemilu yang berpusat pada kandidat (Smith, 2012).
Demokrasi yang ditandai dengan pemilu menjadi sebuah “permainan tertutup” karena tidak fair
dan tidak bebas dari pengaruh ikatan kekerabatan. Kekuatan yang dimunculkan oleh sekelompok
tertentu menutup dan mengontrol akses terhadap pemilihan politik aktor pemerintah (Ockey,
2015).

Politik dinasti atau politik kekerabatan dalam sampai sekarang masih dimaknai secara
beragam. Politik dinasti merujuk pada ikatan kekeluargaan yang dimiliki oleh seorang politisi
dengan politisi sebelumnya (Martinez, 2010). Politik dinasti juga dapat dikatakan sebagai bentuk
khusus dari upaya sekelompok elit untuk mempertahankan kekuasaan yang di dalamnya masih
memiliki ikatan kekeluargaan dan berhasil memonopoli kekusaan tersebut (Querobin, 2011).
Kedua pendapat tersebut diperkuat oleh Asako (2012) yang menyatakan terjadinya politik dinasti
ketika ada seseorang yang berhasil mendapat kekuasaan karena kerabatnya telah dan pernah
menduduki jabatan politik sebelumnya. Dari ketiga pendapat tersebut jelas sekali menunjukkan
adanya relasi yang terbentuk dalam domain kekuasaan antara penguasa sekarang dengan pejabat
politik era sebelumnya.

Relasi yang terbentuk dalam ikatan kekeluargaan tersebut jika dilihat dari sifatnya ada yang
vertikal dan horisontal. Politik dinasti dikatakan memiliki tipe vertikal ketika pejabat politik
yang saat ini menjabat merupakan anak atau keturunan langsung dari politisi sebelumnya. Tipe
ini lebih melihat adanya ikatan darah yang ditunjukkan secara langsung maupun tidak dalam
kurun waktu terntentu. Untuk yang tipe horisontal terjadi ketika pejabat politik sekarang
merupakan suami atau istri dari pemangku jabatan politik sebelumnya (Guritno, 2018). lkatan
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kekeluargaan inilah yang menjadikan permasalahan bagi seorang individu untuk menggunakan
hak politiknya dalam pemilu khususnya hak dipilih. Poin penting ikatan kekeluargaan inilah
yang kemudian mendasari bahwa bagi individu yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga
yang pernah terjun dalam dunia politik memiliki kesempatan besar untuk menduduki jabatan
politik pada periode mendatang. Di sini politik kekerabatan dirasa lebih sesuai dibanding politik
dinasti guna menghindari konotasi negatif terhadap sistem politik saat ini yang sudah tidak lagi
berbentuk kerajaan.

Partisipasi Politik Perempuan

Pandangan gender mengasumsikan bahwa perempuan merupakan irasional, emosional,
memerlukan pertimbangan sehingga tidak bisa menjadi pemimpin politik (Hidayati dan Nellis
Mardiah, 2018). Beberapa penelitian lain juga menyebutkan prasangka negatif, stereotip,
diskriminasi terhadap kepemimpinan perempuan dalam politik (Heilman, 1983; Rudman &
Glick 2001; Eagly & Karau, 2002). Perempuan hanya cocok menjadi pemimpin dalam industri
jasa seperti pendidikan, kesehatan serta pegawai pemerintah (Gipson, et.al, 2017). Beberapa riset
terdahulu tersebut memberikan gambaran masih adanya keraguan terhadap perempuan untuk
tampil menjadi pemimpin politik. Keraguan terhadap kemampuan perempuan bukan semata-
mata disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pengalaman namun cenderung dikaitkan
dengan kondisi biologisnya. Pemahaman yang negatif atau setidaknya netral terhadap
kemampuan perempuan masih mengarah pada bias gender yakni kesempatan dan peluang yang
diberikan dalam panggung politik lebih ditujukan untuk menjadi pemain bukan dalang.
Kehadiran perempuan dalam kancah politik menurut literatur dan para ahli tersebut sekadar
memenuhi prasyarat agar layak dianggap sebagai pelaku dan pengikut setia demokrasi.

Perbincangan perempuan sebagai pemimpin politik yang semakin marak tidak terlepas dari
pandangan kaum feminis. Feminisme yang perkembangannya terbagi menjadi tiga gelombang
pada dasarnya hendak menyuarakan hak politik yang hendaknya dimiliki seorang perempuan
(gelombang pertama), memperjuangkan kesamaan atas akses pekerjaan dan pendidikan
(gelombang kedua), dan pencapaian posisi dalam panggung politik bagi perempuan (gelombang
ketiga) (Srilatha Batiwala, 2010). Melalui ketiga gelombang tersebut feminisme hadir untuk
mengkonstruksi ulang tatanan sosial masyarakat yang selama ini membelenggu perempuan
untuk berpartisipasi dalam politik. Penulis mengutip pendapat dari Kholid Zulfa (2004)
mengenai konstruksi tatanan sosial masyarakat terkait kepemimpinan yang terdapat tiga hal
yakni: teori genetis yang menerangkan bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk dan
karena keturunan tersebut maka ada persamaan bakat. Sebaliknya teori sosial justru melihat
bahwa pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan sehingga setiap individu memiliki potensi dan
peluang untuk menjadi pemimpin meskipun bukan berasal dari keturunan pemimpin. Sementara
teori ekologis menggabungkan kedua pendekatan sebelumnya bahwa pemimpin itu dilahirkan
artinya sejak dalam kandungan telah memiliki bakat untuk menjadi pemimpin. Sejalan dengan
itu, dalam perkembangannya dengan pendidikan yang dimilikinya dapat memperkuat potensi dan
bakat.

Sesuai dengan ketiga pendapat tersebut maka kepemimpinan berkaitan dengan pemberian
(given) dan usaha (effort). Pemberian dimaknai sebagai potensi dan bakat yang telah diterima
seseorang sejak masih bayi bahkan dalam kandungan yang bisa membentuk menjadi pemimpin
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karena dipengaruhi oleh upaya yang dilakukan. Dari ketiga pandangan di atas tidak ada yang
mencantumkan prasyarat biologis untuk menjadi seorang pemimpin. Ironisnya, budaya yang
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat justru menjustifikasi secara negatif terhadap
perempuan. Pandangan negatif terhadap perempuan lebih dikaitkan dengan ciri-ciri biologisnya,
kurang rasional, emosional, kurang kompeten dalam menghadapi masalah umum sehingga
kurang populer dalam ranah publik. Budaya yang patriarkis mengkonstruksi bahwa politik
menjadi milik dan wilayah laki-laki sehingga kelompok inilah yang layak sebagai sumber daya
dalam politik pemerintahan. Konstruksi budaya yang seperti itulah menjadikan perempuan
mampu menjadi pemimpin politik meskipun terkendala dalam jejaring laki-laki (Fadhli, 2004;
Tadem dan Tadem, 2016). Perempuan dituntut untuk menunjukkan kemampuan, potensi dan
bakatnya kepada lingkungan guna menepis glass ceiling yang masih sering dimunculkan dari
masyarakat dalam berbagai bentuk dan kebijakan.

Diskusi

Pemahaman politik masyarakat saat ini masih berproses untuk lebih menerima kehadiran
dan peran perempuan dalam politik. Partisipasi politik perempuan masih perlu ditingkatkan baik
dalam parlemen maupun kepala daerah. Rendahnya partisipasi politik perempuan tidak terlepas
pada pandangan miring bahwa kekuasaan praktis membutuhkan perisai dan payung dari laki-
laki. Berdasarkan pada uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa given merupakan salah satu faktor
yang perlu dimiliki perempuan untuk bisa masuk dalam lingkaran politik. Unsur given inilah
yang dalam konteks kekinian lebih dikenal sebagai politik kekerabatan atau politik dinasti.
Praktek politik kekerabatan seringkali dimaknai secara negatif. Politik kekerabatan memiliki
akar feodalisme dan tradisi monarkhi (Siti Zuhro, 2005). Praktek politik kekerabatan
membangun dan memperkuat jejaring dalam ruang kekuasaan untuk menguasai dan mematikan
praktek demokrasi yang belum mapan (Martien Herna Susanti, 2017). Politik dinasti dapat
menyebabkan ketidakadilan sosio-ekonomi (Teresa Encarnacion Tadem dan Eduardo Tadem,
2016). Argumentasi lain menyebutkan bahwa negara demokrasi yang mempraktekkan
desentralisasi rentan terhadap politik kekerabatan yang berujung pada korupsi (Lessmann, C. &
Markwardt, G, 2010). Politik kekerabatan memperlemah akuntabilitas finansial pada tingkat
pemerintahan lokal (Nurritomo dan Rosieta, 2014). Praktek politik kekerabatan menghambat
pembangunan ekonomi serta memperlemah persaingan dalam pemilu (Asako et, al, 2015).

Politik kekerabatan menawarkan kelompok reformis untuk memperpanjang perencanaan
dan implementasi kebijakan yang lebih efektif (Ronald U Mendoza, Edsel L. Beja Jr, Victor S.
Fenida, dan David B. Yap, 2012). Nur Iman Subono dari Program Studi llmu Politik Universitas
Indonesia (2020) memaparkan bahwa politik kekerabatan menjadi salah satu jembatan untuk
menyeberangkan perempuan untuk berpolitik. Dalam pemilu yang diselenggarakan pada tahun
2018, secara keseluruhan terdapat 342 kandidat perempuan namun yang akhirnya terpilih
sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya ada 31 atau 9,02 persen yang perempuan.
Angka ini menunjukkan adanya kenaikan meskipun belum banyak dibandingkan dengan tahun
2017 pada prosentase 5,90 dan 2015 pada 8,7 persen. Kisaran angka tersebut jika dilihat pada
faktor-faktor yang melatarbelakanginya maka muncul empat klaster. Pertama, mayoritas
keberhasilan perempuan sebagai kepala daerah tidak terlepas dari adanya ikatan kekeluargaan
dengan pemimpin sebelumnya pada angka 17 dari 31 atau 54,84 persen. Kedua, perempuan
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berhasil menjadi kepala daerah karena berasal dari kader partai dengan angka 15 dari 31 atau
48,39 persen. Ketiga, pada angka 13 dari 31 atau 41,94 persen dan yang terakhir petahana
dengan angka sembilan dari 31 atau 29,03 persen. Sementara temuan dari Atika Nur
Kusumaningtyas, Kurniawati Hastuti Dewi, Esty Ekawati, Fathimah Fildzah Izzati (2017) bahwa
politik kekerabatan masih menjadi pintu utama bagi perempuan untuk berkompetisi dalam
pilkada langsung. Dari paparan tersebut menunjukkan partisipasi politik perempuan sampai pada
level pemerintahan lokal yakni kepala daerah dan anggota parlemen justru ditunjang oleh
praktek politik kekerabatan walaupun pada tataran tersebut masih membutuhkan pembuktian
lebih lanjut.

Keberhasilan perempuan sebagai politisi bisa saja ditunjang karena praktek politik
kekerabatan namun masih perlu dilihat lagi pada beberapa faktor lain, diantaranya adalah
kapasitas. Seperti yang telah dijelaskan semula bahwa perempuan menjadi politisi tidak melulu
karena unsur given, pemberian yang kemudian dikaitkan dengan politik kekerabatan.
Keberhasilan perempuan sebagai politisi juga sebagai perwujudan dari effort, upaya yang
dilakukannya. Salah satu upaya yang menunjukkan kapasitas perempuan sebagai pemimpin yang
amanah dapat dilihat melalui buah edukasi politik yang pernah diterimanya yakni keputusan atau
kebijakan. Pemimpin menjadi aktor penggerak organisasi dan bertanggung jawab terhadap
kelangsungan aktivitas dari organisasi yang dipimpinnya termasuk pencapaian tujuan agar lebih
efektif dan efisien. Untuk menciptakan kepemimpinan yang efektif dipengaruhi oleh kepribadian
pemimpin dalam mewujudkan hubungan manusiawi dengan orang-orang yang dipimpinnya.
Pemimpin disebut efektif jika memiliki kemampuan untuk membuat keputusan bisa diterima oleh
seluruh anggota yang dipimpinnya dan disepakati sebagai hasil dari keputusan bersama
(Olivianti, 2014).

Untuk mendapatkan pemimpin politik yang efektif, partai politik dituntut melaksanakan
fungsinya. Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik pada kedudukan yang
strategjs dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Partai politik sebagai salah satu pilar
penyangga berlangsungnya demokrasi. Proses rekrutmen dan pengkaderan partai tidak terlepas
dari peran partai politik dalam memberikan edukasi. Partai politik juga menanggung tanggung
jawab untuk mendewasakan masyarakat secara politis guna menghindari konflik. Partai politik
yang ada sekaligus sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan dan
mengaktualisasikan kepentingannya. Fungsi partai politik untuk memberikan penyadaran dan
edukasi kepada masyarakat agar lebih mengetahui hak dan kewajibannya telah tertuang dalam
pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2011.

Fungsi partai politik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat harus dilaksanakan
dengan baik sesuai dengan aturan. Adapun fungsi partai politik sesuai dengan regulati tersebut
adalah pertama, meningkatkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; kedua, meningkatkan partisipasi politik dan
inisiatif warga untuk ikut membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
ketiga, meningkatkan kemandirian, kedewasaan serta membangun karakter bangsa dalam rangka
memelihara persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan etika dan karakter Pancasila. Melalui
pendidikan politik yang dilakukan oleh partai dapat meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai demokrasi yang dimaknai sebagai pemahaman dalam menggunakan hak politiknya.

Edukasi politik seperti itulah yang masih diperlukan untuk masyarakat terutama perempuan.
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Sosialisasi yang dilakukan oleh partai dalam perekrutan kader dalam kampanye sekaligus
memberikan edukasi bagi perempuan. Harapannya, perempuan yang menjadi kader partai benar-
benar memahami politik yang bukan hanya dimaksudkan sebagai kepemilikan kekuasaan namun
kepemimpinan yang humanis sehingga kebijakan yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan
kehendak rakyat. Partai politik bukan melakukan sebaliknya, mendekati rakyat ketika hendak
memintanya untuk mendulang suara dalam pemilu.

Kesimpulan

Partai politik pada era sekarang hendaknya lebih banyak melakukan fungsinya terutama dalam
mendewasakan masyarakat yang terkait dengan demokrasi. Edukasi politik sangat diperlukan
bagi perempuan agar lebih berpartisipasi. Melalui edukasi gender dapat menghindarkan
perempuan yang berhasil meraih kekuasaan tidak mendapat stigma miring sebagai “hadiah”.
Edukasi gender juga memberikan pencerahan dan motivasi bagi perempuan untuk lebih berani
berkompetisi sesuai dengan kapasitas dalam meraih kekuasaan agar tidak dipandang sebelah mata
olen masyarakat. Edukasi gender sekaligus membuktikan bahwa perempuan berpolitik tidak
semata-mata karena berada dalam lingkarang politik kekerabatan baik secara vertikal maupun
horisontal.
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